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PERATURAN MENTERI 
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TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang :a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang 

baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian 

intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan 

evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem 

pengendalian intern pemerintah; 

b.  bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan 
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang  Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5050); 

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia, Nomor 4355); 

4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia, Nomor 4400); 

5.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5495); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5598); 

8.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 13); 

9.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. 

   

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat 

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
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pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian 

Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 

terhadap proses perancangan dan pelaksanaan 

kebijakan sertaperencanaan,penganggaran, dan 

pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. 

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

4. Unit Kerja Mandiri adalah Unit Eselon I dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan entitas 

akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan unit 

akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan sistem 

akuntansi instansi. 

5. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasiyang bertanggung jawab langsung 

kepada Menteri. 

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang 

selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat 

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden. 

7. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

8. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 
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